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KATA PENGANTAR 

 

 

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan 

karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ajar. Tak 

lupa juga mengucapkan shalawat serta salam semoga senantiasa 

tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, karena berkat 

beliau, kita mampu keluar dari kegelapan menuju jalan yang lebih 

terang. 

Kami ucapkan juga rasa terima kasih kami kepada pihak-

pihak yang mendukung lancarnya buku ajar ini mulai dari proses 

penulisan hingga proses cetak, yaitu orang tua kami, rekan-rekan 

kami, penerbit, dan masih banyak lagi yang tidak bisa kami 

sebutkan satu per satu. 

Adapun, buku kami yang berjudul Pendampingan Tata 

Kelola Pemerintah Daerah ini telah selesai kami buat secara 

semaksimal dan sebaik mungkin agar menjadi manfaat bagi 

pembaca dalam memahami bagaimana proses pendampingan agar 

terwujud tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam buku ini, 

dijelaskan terkait Pendampingan tata kelola pemerintah daerah 

adalah langkah penting dalam meningkatkan kualitas 

pemerintahan lokal di Indonesia. Pada buku ini akan dijelaskan 

terkait berbagai aspek dari pendampingan agar terwujud tata kelola 

pemerintah daerah yang baik, mulai dari pengertian hingga kasus-

kasus sukses, serta tantangan yang dihadapi dan solusi untuk 

mengatasinya. Dalam bab terakhir ini, mari kita merangkum poin-

poin kunci yang telah kita bahas dan membahas langkah-langkah 

selanjutnya dalam perjalanan pendampingan tata kelola 

pemerintah daerah. 

Kami sadar, masih banyak luput dan kekeliruan yang tentu 

saja jauh dari sempurna tentang buku ini. Oleh sebab itu, kami 

mohon agar pembaca memberi kritik dan juga saran terhadap karya 

buku ajar ini agar kami dapat terus meningkatkan kualitas buku. 
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Demikian buku ini kami buat, dengan harapan agar pembaca 

dapat memahami informasi dan juga mendapatkan wawasan 

mengenai bidang tata kelola pemerintah daerah serta dapat 

bermanfaat bagi masyarakat dalam arti luas. Terima kasih. 

 

Malang, 1 Oktober 2023 
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Pemerintahan daerah adalah fondasi penting dalam sistem 

pemerintahan suatu negara (Setiadi & Astawa, 2023). Menurut 

Undang-Undang No. 9 tahun 2015 Pemerintahan daerah 

merupakan elemen yang mengemban peran dalam mengelola 

pemerintah daerah, memimpin pelaksanaan tugas-tugas 

pemerintah termasuk dalam lingkup kewenangan daerah otonomi. 

Kemampuan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan tugas 

dan tanggung jawabnya dengan efisien dan efektif sangat 

menentukan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. 

Salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pemerintahan 

daerah adalah pendampingan tata kelola pemerintah daerah. Bab 

ini akan memperkenalkan konsep pendampingan tata kelola 

pemerintah daerah, mendefinisikan ruang lingkupnya, dan 

menjelaskan peran pentingnya dalam konteks pemerintahan 

daerah. 

 

PENGENALAN 
PENDAMPINGAN TATA 
KELOLA PEMERINTAH 

DAERAH 
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Pendampingan tata kelola pemerintah daerah adalah 

langkah penting dalam meningkatkan kualitas pemerintahan lokal 

(Jualinto & Dewi, 2019). Sebelum memulai proses pendampingan, 

penting untuk melakukan persiapan yang baik. Bab ini akan 

membahas langkah-langkah yang perlu diambil dalam persiapan 

untuk pendampingan tata kelola pemerintah daerah. 

 

A. Identifikasi Kebutuhan Pemerintah Daerah 

Identifikasi kebutuhan pemerintah daerah adalah langkah 

awal yang krusial dalam persiapan untuk pendampingan. Ini 

melibatkan pemahaman mendalam tentang tantangan dan 

peluang yang dihadapi oleh pemerintah daerah, serta analisis 

kebutuhan dan prioritas mereka. 

1. Mengidentifikasi Tantangan dan Peluang 

Pemerintah daerah seringkali dihadapkan pada 

berbagai tantangan yang beragam. Untuk memulai 

pendampingan yang efektif, penting untuk mengidentifikasi 

tantangan-tantangan tersebut dengan cermat. Beberapa 

langkah yang dapat diambil dalam proses ini adalah: 

a. Konsultasi dengan Pemerintah Daerah 

Langkah awal adalah berkomunikasi secara aktif 

dengan pemerintah daerah yang akan mendapatkan 

pendampingan. Ini mencakup pertemuan dengan pejabat 

pemerintah, pegawai, dan pihak terkait lainnya untuk 

mendengarkan perspektif mereka tentang masalah-

masalah yang dihadapi. 

PERSIAPAN UNTUK 
PENDAMPINGAN 
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Setelah persiapan yang matang, langkah selanjutnya dalam 

proses pendampingan tata kelola pemerintah daerah adalah 

pelaksanaan. Bab ini akan membahas tahapan awal dalam 

pelaksanaan pendampingan, termasuk pemilihan metode 

pendampingan yang sesuai dan membangun hubungan yang kuat 

dengan pemerintah daerah yang mendapatkan pendampingan. 

 

A. Memulai Pendampingan 

Memulai pendampingan adalah langkah penting dalam 

proses pendampingan tata kelola pemerintah daerah. Pada 

tahap ini, rencana yang telah disusun dalam bab sebelumnya 

akan diimplementasikan. Pelaksanaan pendampingan harus 

dilakukan dengan hati-hati dan terorganisir. Berikut adalah 

beberapa langkah yang perlu dilakukan saat memulai 

pendampingan: 

1. Memilih Metode Pendampingan yang Sesuai 

Memilih metode pendampingan yang sesuai adalah 

langkah awal yang sangat penting dalam memulai 

pendampingan. Metode pendampingan dapat bervariasi 

tergantung pada kebutuhan dan sifat pemerintah daerah 

yang mendapatkan pendampingan. Berikut adalah beberapa 

metode pendampingan yang umum digunakan: 

a. Pelatihan dan Workshop 

Metode ini melibatkan penyelenggaraan pelatihan 

dan workshop untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan pegawai pemerintah daerah dalam berbagai 

PELAKSANAAN 
PENDAMPINGAN 
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Dalam bab ini, kita akan mengeksplorasi alat-alat 

pendampingan yang efektif dalam meningkatkan tata kelola 

pemerintah daerah. Alat-alat ini mencakup berbagai metode dan 

pendekatan yang dapat digunakan untuk memperkuat kapasitas 

dan kinerja pemerintah daerah. Dalam bagian ini, kita akan 

membahas pelatihan dan kapasitasi sebagai salah satu alat utama 

dalam pendampingan tata kelola pemerintah daerah. 

 

A. Pelatihan dan Kapasitasi 

Pelatihan dan kapasitasi adalah alat penting dalam 

pendampingan tata kelola pemerintah daerah. Ini 

memungkinkan pegawai pemerintah daerah untuk 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas 

mereka dalam mengelola tugas-tugas yang kompleks. Dalam 

bagian ini, kita akan membahas dua aspek utama dari pelatihan 

ALAT 

PENDAPINGAN 

YANG EFEKTIF 
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Dalam bab ini, kita akan mengeksplorasi beberapa kasus 

pendampingan yang sukses di Indonesia. Kasus-kasus ini akan 

memberikan wawasan tentang bagaimana pendampingan telah 

membantu pemerintah daerah dalam mencapai transformasi tata 

kelola yang sukses dan menghadirkan inovasi dalam pelayanan 

publik. 

 

A. Pemerintah Daerah: Transformasi Tata Kelola yang Sukses 

Studi Kasus 1: Kota Surabaya - Transformasi Tata Kelola yang 

Efektif 

Kota Surabaya adalah salah satu contoh sukses dalam 

mengubah tata kelola pemerintah daerah. Pada awal 2000-an, 

Surabaya menghadapi tantangan serius dalam hal pelayanan 

publik yang buruk, birokrasi yang lambat, dan masalah korupsi. 

Namun, dengan bantuan pendampingan dari organisasi 

internasional dan lembaga pemerintah pusat, Surabaya berhasil 

melakukan transformasi yang signifikan. 

Pendampingan dimulai dengan analisis mendalam 

tentang masalah yang dihadapi oleh Surabaya. Ini mencakup 

kajian tentang proses-proses birokrasi, pelayanan publik yang 

ada, dan evaluasi kinerja pegawai pemerintah. Berdasarkan hasil 

analisis ini, rekomendasi dan rencana perbaikan konkret dibuat. 

Salah satu langkah penting dalam transformasi ini adalah 

reformasi birokrasi. Surabaya memperkenalkan sistem 

manajemen kinerja yang lebih baik, memotong red tape, dan 

memberlakukan standar pelayanan publik yang lebih tinggi. 

STUDI KASUS 

PENDAMPINGAN 

SUKSES 
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A. Pelajaran dari Kasus-kasus Sukses 

Meskipun pendampingan tata kelola pemerintah daerah 

memiliki potensi untuk mencapai perubahan yang signifikan, 

ada sejumlah tantangan yang sering dihadapi dalam proses ini. 

Tantangan-tantangan ini dapat menghambat perjalanan menuju 

perubahan yang berkelanjutan. Dalam bab ini, kita akan 

membahas kendala umum yang sering dihadapi dalam 

pendampingan tata kelola pemerintah daerah di Indonesia. 

1. Hambatan dalam Perubahan Budaya Organisasi 

Perubahan budaya organisasi seringkali merupakan 

salah satu tantangan terbesar dalam pendampingan tata 

kelola pemerintah daerah. Budaya organisasi yang sudah 

mapan dan resistensi terhadap perubahan dapat 

menghambat langkah-langkah reformasi yang diusulkan. 

Berikut adalah beberapa hambatan umum yang dapat 

muncul: 

a. Resistensi Terhadap Perubahan: Pegawai pemerintah 

daerah yang telah terbiasa dengan cara kerja yang lama 

mungkin resisten terhadap perubahan. Mereka mungkin 

merasa nyaman dengan rutinitas lama dan tidak ingin 

mengubahnya. 

b. Ketidakpastian dan Kekhawatiran: Perubahan seringkali 

diikuti oleh ketidakpastian. Pegawai mungkin khawatir 

tentang bagaimana perubahan akan mempengaruhi 

pekerjaan mereka, status mereka, atau lingkungan kerja 

mereka. 

TANTANGAN DALAM 

PENDAMPINGAN TATA 

KELOLA PEMERINTAH 

DAERAH 
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Pendampingan tata kelola pemerintah daerah adalah 

langkah penting dalam meningkatkan kualitas pemerintahan lokal 

di Indonesia. Selama perjalanan ini, kita telah menjelajahi berbagai 

aspek dari pendampingan ini, mulai dari pengertian hingga kasus-

kasus sukses, serta tantangan yang dihadapi dan solusi untuk 

mengatasinya. Dalam bab terakhir ini, kita akan meringkas poin-

poin kunci yang telah dibahas dan membahas langkah-langkah 

selanjutnya dalam perjalanan pendampingan tata kelola 

pemerintah daerah. 

 

A. Poin-Poin Kunci 

1. Menggugah Potensi Pemerintah Daerah Melalui 

Pendampingan 

 

 
 

Salah satu poin kunci yang telah kita pelajari adalah 

potensi besar yang dimiliki pemerintah daerah dalam 

mendorong perubahan positif bagi masyarakat. 

KESIMPULAN DAN 

LANGKAH 

SELANJUTNYA 
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